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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 02/HK.06/K.SG-15/05/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang . a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa
untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua
Bawaslu Kabupaten menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di
Bawaslu Kabupaten;

b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara
dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan
bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan
informasi hukum yang dibutuhkan:

c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap,
akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan
Institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan
dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;

d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang hukum tersebut, perlu
membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Wakatobi;

j e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d

maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Wakatobi tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republj -
Nomor 6547): €g publik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran)

Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lemb
Republik Indonesia Nomor 6109: embaran Negara
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